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\GAN RAHMA'T TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT.

a berdasarkan Lampiran Angka V. Point 11 Peraturan Menteri Dalam
Republik  Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman
yusunan Anggearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
am dan Kegiatan yang dibiayai dari DAK yang belum cukup tersedia
n/atau belum dianggarkan dalam APBD. dapat dilaksanakan mendahului
apan  Peraturan  Dacrah  tentang  Perubahan  APBD  dengan cara
tapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD:

wa dalam rangka pelaksanaan belanja vang bersumber dari Dana Alokasi
isus Tambahan Usulan Dacrali vang disetujui oleh Dewan Perwakilan
yat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan
um Kabupaten Langkat vang belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten
angkat Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
pati Langkat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 sebagai
ar pelaksanaan. untuk kemudian ditampung  dalam Peraturan Daerah
ang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

buhwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud pada huruf a dan
urul b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas
eraturan - Bupati Langkat Nomor 16 lahun 2014 tentang Penjabaran
goaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

i

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
:.("Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
“dengan Undang-tndang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik
~Indonesia Nomor 3569):



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3851);

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
epublik Indonesia Nomor 4286);

g-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
an Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

g-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
jgungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
n 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
or 4400);

dang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
fomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
a Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
ublik Indonesia Nomor 4438);

dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

aturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota
bupaten Dati I Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat
di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);

aturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
ayah Kodya Dati Il Binjai, Kabupaten Dati Il Langkat dan Kabupaten Dati
| Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4659);




uran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
tahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49.
han [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

1 Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
ran Negara Republik Indonesta Nomor 45735):

L

uran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem  Informasi
langan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

uran  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
pgawasan atas Penvelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
iblik Indonesia Nomor 4393):

aturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
perja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
6 Nomor 25. Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4):

sraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
iegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5272);

5

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

Peraturan  Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
1] % . :
Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana telah beberapa kali diubah
¥ = o o

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
“Pemberian  Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
“Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015:

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan
- Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Neaara Tahun Anggaran 2015:

L Peraturan - Dacerah - Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005 tentang
- Kedudukan  Protokoler  dan Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota Dewan
~ Perwakilan Rakvat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun

o




05 Nomor 1), scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
i Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran
Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 01);

uran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang
entukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran
th Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran
h Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
un 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1):

i Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-
K Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
hun 2007 Nomor 03):

Craturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran
dapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
bupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 4):

uran Bupati Langkat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran
aran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 (Berita
erah Kabupaten Langkat Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah
erapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 28
wn 2015 (Berita Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

TURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
IRAN BUPATI LANGKAT NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG
ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNANGGARAN 2015.

PASAL1

im Peraturan Bupati Langkat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penjabaran
n Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Langkat
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
n 2015 (Berita Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 31). diubah

liubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah
00  bertambah  sejumlah  Rp.267.364.406.980,00 sehingga menjadi
00 dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 1.577.799.0953.561.00
[ ang) Rp.  240.049.645.800.00
apatan setclah Perubahan Rp. 1.824.448.739.161.00

Rp. 1.615.157.812.265,00
berkurang) Rp.  267.364.406.980.00
nja setelah Perubahan Rp. 1.882.522.219.245.00
isit) sctelah Perubahan Rp.  (58.073.480.084,00)




Rp.  40.106.918.494.00
tkurang) Rp.  20.714.761.180.00
naan setelah Perubahan Rp. 60.821.679.674.00

Rp. 2.748.199.390.00

tkurang) Rp. 000

iaran sctelah Perubahan Rp. 2.748.199.390.00
ctto setelah Perubahan Rp. 58.073.480.084.00
n Anggaran setelah Perubahan: Rp. 060

Lampiran La. dan Lampiran 11

diubah sehingga berbunyi sebagaimana
1 Peraturan Bupati ini.

an Lampiran [I meliputi Dinas Pekerjaan Umum. dan Badan P

engelola
crah Kabupaten Langkat,

PASAL 1
rlaku pada tanggeal diundangkan.

lahaimyva, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati  ini dengan
@ Dacrah Kabupaien | aiehai

Ditctapkan di Stabat
padua tinggal 2 AQustlLs 2015
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